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NOMOR : 400.10.2.4 / 2026

.

TENTANG

DELIMPAHAN SEBACHAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) KEPADA PELAKSANA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DESA KRAJANKULON
KECAMATAN KALIWIINGI] KARUDATEN KENDAL

TAHUN ANGGARAN 2026

A DESA KRAIJANKULON

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 avat
(4) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang
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mehmnahkan sehagian keliinsaannya kenada PPKD;
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b Bahwa  berdasarkan pert;mbangan sebagatr
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PKPKD kepada PPKD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7; Tamhbahan Lembaran Negara Repuhblilk

Indonegia Nomor 5495
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Teuhun 2014 tentan
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Indonesia Tahun 20i4 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5539,
Sebagaimana telah di wubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

& Tahun 2{.‘14 tentang Desa, Lembaran MNegara
Renublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tamhahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5717,
Sebagaimana telab  di ubah dsngan Peratu
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kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632 1;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang
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dan Relania Negara. TLemharan Negara Repuhlile
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Indcnesia tahun 2014 Nomeor 168;Tambahan Lembar
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telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

DParaturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang
Dana Desa vang hersuimhber dari Anggaran n Pe ﬁdanntgn

dan Belanja Negara; Lembaran Nega ara Rebpubhlr
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telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang
Dana Desa vang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara; Lembaran Negara Rebpublik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;. Tambahan Lembaran
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’I‘entaug P deman Pcmbanghu n Desa, Berita N cgara
Repubiik indon\,bm Tahun 2014 i‘eomm ZC’JC,
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2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa,
Berita Negara Repubiik indonesia Tahun 2014 Nomor
2091;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja

Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6:
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Paratiiran Menter nqhm Negert Nomor 1 Tahin 201

0
"‘entang Pcngclola& Aset Desa, Berita Negara Republik
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Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
Tentang Laporan Kepala Desa, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
Tentano Administrasi Pemerintahan T\Psq Rerito
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Nggara Repn lik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 u,n.,qué, ::sauom ia,rrn..—.o_,a\.a.amn u"csa, Beriia
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Keriasama Desa Di Bidang

Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia
'T‘ql-n m 2017 Nomaor 1(144

Paratiiran Menteri Da?am Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembaga Kemas 'arakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa, Berita E‘Eegar Republik maones—i“ iabun
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.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas
Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat , Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934;

Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Pedoman Kewenangan Rerdasarkan Halr Agal
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24.

Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
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erﬁnao‘p_] Dnﬂ ’l‘ranemmrnm Naomor 2 Tahun 2015

’I‘ 24
Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme
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.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggai, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 20ib5
tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161;

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daeran
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tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1448);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Standart Pelavanan Informasi Publik Desa;
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1800:

Peratitran Guihernur Tauwn ’!‘r-‘-nggh NAamnr 48 Tahiin

2016 tentang Pedoman Pemue ian Bantuan Keuangan
chada Pecmcerintah Dcesa di Provinsi Jawa Tongah
{Berita Dacraihi Provinsi Jawa Tengan Tahun 20616
Nomor 48 )

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah {RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabunaten Kendal Nomor 148);
achaoatmana telah Ainthah riFns:mn Peratiiran Bunat
Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraluran Dacrah Kabupalen Kendal No.o 7 Tabun
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Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 -
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2018 Nomor 2 )

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun
2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2017 ( Lembaran Daerah

Kabunaten Kendal Tahun Anggaran 2017 Nomor 10

R

QReri A Nomnr 3 Tamhahan  Temharan Daerah

Kabupaten Kendal nomor 161 };

.Peraturan Daerah Lad-:}upawn endal L‘\U‘Ti(.‘u. 83 Tahun
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Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 (
Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 83 Seri A Nomor });

. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 ‘T'ahun

2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal
( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017

Nomor 2 1;
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Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati

I(Pndq] Lenada Camat Dalam PRanola Dplquﬂq
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ieniang Perubahan atas Peraturan Bupatt Kendal
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat
Dalam Rangka Pelavanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No.

P;éh}rgn Ruinati Kendal Namaor 52 Tahun 2015
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telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor
3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 3 Seri E No. 3);
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Peariihahan ]{Pfln‘ﬁ atac Paratiiran anqh Kandal Namnr

77 Tahun 2007 tentang Pett nthc Pelaksanaa

Pcraturan Dacrah i&aoupatcn Kendal Nomor 5 Tahiu
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2007 icntang Suinber Pendapatan Desa  ({Derita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E
No. 6};

Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Keunangan Desa di Kabupaten
Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 16 seri E Nomor );

Tentang Dpﬁnﬂ:\nﬂ Teltnie Pelalcangan

d:dana1 dari Dana Desa Tahu Angg._.ran 2016
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2.Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016

tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di
Kabupaten Kendal {Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016
tentang Standarisasi Beaya dalam Penyusunan
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thnﬂqi-pﬂ Kendnl lerﬁq Maerah Vql-\nnaha-n Kendal

Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45);
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Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri & no 47 );

Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penvaluran

Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan

Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita
Naerah I(thnofpn Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri
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E No. 49);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang
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tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal No.5
Tahun 2017 tentang Penghasiian tetap, Tunjangan
dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagl Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);

Peraturan Bupati Kendal No.25 Tahun 2017 tentang

tentane Padnman Telrnie Pelabeangon I(Pnnq"ﬂﬂ vang
‘o

iilFiiiTdia il 2 CacasadiCadadasasca iy

dﬂ*‘nnvat dari Dang Dega Tahiin Angoaran ’)017 f'R ;

Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 25 );

. Peraturan bupar_'. Kendal No.70 Taﬂun 2G17 teniang
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Umum di Kabupaten Kendal {Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2017 Nomor 70);

. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018
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pnnq‘h Weandal Nn 21 tahiin 201K 'T‘pni-r:nrr Pertihahan

Tata Cura Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana
Dcsa di Kabupaicn i{cnaed \uc.na Dacrah Kabupaicn

J-\C.I..I.ud_l. 1iiuil £V id iNOIIOT \J.I. ),

0. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-
2028 ( Lembaran Desa Krajankulon Tahun 2024 Nomor
3

Peraturan Desa Krajankulon Nomor 6 Tahun 2025
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

‘prn}'\orr)ﬂ r\r-\oo') I(v'q1qn]r1ﬂnn 'T‘r)]'\‘! mn '_){]'-)r\' Nomnr f'\ \

Aaand

Peratiiran Degn R’rntqn'lnﬂnn Nomor 7 Tahun ")ﬂ')q

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026 { Lembaran Desa Krajankulon
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Peramran Kepala Desa Krajankl_llon Nomor 12 Tahun

Belanja Desa Tahun Anggaran 20260 ( Berita Desa
Krajankulon Tahun 2025 Nomor 12) .

MEMUTUSKAN

Kepala Desa adalah Pe'nugau Kekuasaan Pengelolaan
hcuangcu, Desa ir‘mnu; dan mewasiali Pemerintan Desa
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dipisahkan.

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan:
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

1. Camat Kaliwungu

2. Ketua BPD Desa Kraianl

. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
milik Desa;

Melalkulkan

]

d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
{(FPKDj;
ARF. . P g 3 N =¥ aaan - ich 2 o 2o AT DR i s AT Wy W S R FITRNTY AN
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Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggara (DPPA}, dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
f. Menyetujui Rencana Anggaran Keglatan (RAK) Desa;
dan
. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

£

Nalam melalksanalkan Lalhinsnan nencelolaan
lretianoan Deca Kenala Neca menoniacakan atan
melimpahkan scbagian kekuasaannya kepada

perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelola Keuangan
FTRTRT Fyy

Disa (o)
Menetapkan peilimpahan sebagian kekuasaan pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) kepada
pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) sesuail
tugasnya vang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Desa

Segala biava vang timbul sebagai akibat ditetapkannvya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belania Desa Tahun Anggaran 2026,
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku
ditctapkan.

Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan
1mni,

surat Kkeputusan akan dilakukan perbaikan

seperiunya

Ditetapkan di Krajankulon
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2. Pelalai PKPKD dan PPKD Neca Krainalkiilon { vano hereanalaitan )

4. Arsip



